
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN RKP 2018

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI
Jakarta, 6 Juni 2017 



Kerangka Paparan
2

Pendahuluan

Pokok-Pokok Rancangan RKP 2018

Penutup

1

2

3



Pendahuluan1

3



4Tahapan Perencanaan dan Penganggaran 
dalam Penyusunan RKP 2018 

(Sesuai PP 17/2017: Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional)

Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;

Tinjau ulang (review) angka dasar Kementerian/Lembaga;

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta 
ketersediaan anggaran;

Penyiapan Rancangan Awal RKP;

Penyusunan Pagu Indikatif;

Koordinasi penyusunan Rancangan Awal RKP;

Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga;

Penyusunan Renja Kementerian/Lembaga;

Pembahasan Rancangan RKP, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan 
Fiskal dalam pembicaraan pendahuluan; 

Penetapan RKP dan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga; dan

Penyusunan dan penelaah RKA-K/L
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1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan 
Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follows 
Program.

2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan 
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan 
memperhatikan pada:

Pengendalian perencanaan

Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk 
RKP 2018

Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan

Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Tematik: Penekanan atau 
fokus perencanaan. Sampai 
dengan Program Prioritas

Holistik: pendekatan 
menyeluruh dan 
komprehensif (hulu hilir)

Integratif: integrasi dalam 
siapa berbuat apa, dan 
integrasi sumber pendanaan

Spasial: Keterkaitan fungsi 
lokasi dari berbagai 
kegiatan yang terintegrasi

Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2018



RKP 
2018

Menajamkan Prioritas 
Nasional 

Memastikan 
pelaksanaan program 

Menajamkan Integrasi 
Sumber Pendanaan 

10 PN dan 30 
Program Prioritas

Pengendalian 
dilakukan sampai ke 

level proyek (satuan 3)

Belanja K/L, Belanja Non 
K/L, Belanja Transfer ke 

Daerah, PHLN, BUMN, 
PINA dan Swasta

6Perkuatan Implementasi Money Follows Program



Pokok Pokok Rancangan RKP
20182
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KERANGKA MAKRO
(Mencapai target 5,4-6,1%)



9Aktivitas Perekonomian Dunia Tahun 2018 Diperkirakan Membaik

Sumber: IMF, World Bank
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Harga komoditas meningkat, tetapi
diperkirakan akan melandai
peningkatannya di 2018



10Tetapi Masih Dihadapkan Pada Beberapa Risiko Global

Efek Kebijakan Trump Pengetatan kebijakan
makroekonomi di China

Ketidakpastian negosiasi Brexit

Normalisasi kebijakan moneter AS

Kenaikan harga komoditas yang 
melamban dan terbatas

Produktivitas yang menurun di negara maju

Terorisme dan Kondisi geopolitik

Risiko baru muncul dari meningkatnya
ketidakpastian kebijakan dan kondisi politis di 
berbagai negara (IMF, 2017)

4

Sumber: IMF, World Bank

Proteksionisme

Indeks Ketidakpastian Kebijakan Global 
Meningkat (World Bank, 2017)

Credit risks

Risk appetite

Apr 2017 GFSR

Okt 2016 (GFSR)

Krisis Keuangan Global



11Asumsi Ekonomi Makro 2018

INDIKATOR EKONOMI MAKRO
2018

Range
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,4-6,1

Inflasi (%) 2,5-4,5

Nilai Tukar (Rp/USD) 13.500-13.800

ICP (USD/barrel) 45-60

Lifting Minyak Mentah (rb barel/hr) 771-815

Lifting Gas Bumi (rb barel/hr) 1.194-1.235

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali



12Sasaran Ekonomi Makro 2018

Pertumbuhan ekonomi:
5,4 6,1%

Konsumsi RT : 5,1 5,3%

Konsumsi LNPRT : 5,8 6,1%

Kons. Pemerintah : 3,8 4,3%

Investasi (PMTB) : 6,3 8,0% 

Ekspor : 5,1 6,1%

Impor : 4,5 5,5%

Sisi Pengeluaran

Industri : 4,9 5,7%
Pengolahan

Konstruksi : 6,7 7,6%

Perdagangan : 5,5 6,2%

Infokom : 10,5 11,9% 

Jasa Keuangan : 10,1 11,0%

Pertanian : 3,6 4,0%

Sisi Produksi

Transportasi : 8,3 9,2%

Pertambangan : 1,4 1,7%

Listrik dan Gas : 5,4 6,3%

Neraca Pembayaran

Pertumbuhan Ekspor Non Migas : 5,0 7,5%

Pertumbuhan Impor Non Migas : 5,0 7,3%

Cadangan Devisa (USD Miliar) : 134 140,5

- dalam bulan impor : 8,6 8,7

Defisit transaksi berjalan (% PDB) : 1,8 - 2,0%

Penerimaan Perpajakan (% PDB): 11,0 12,0

Belanja Modal (% PDB) : 1,7 2,2

Subsidi Energi ((% PDB) : 0,6 0,7 

Defisit APBN (% PDB) : 1,9 2,3

Stok Utang Pemerintah (% PDB) :  27,0 29,0

Investasi

Peringkat Indonesia pd EoDB : menuju 40

Realisasi PMA-PMDN (Rp Triliun) : 733 863

Keuangan Negara



13Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2018

5,4-
6,1%



14Kondisi dan Kebijakan
Yang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2018

2018

5,4 - 6,1% 

5,1 5,3%

5,8 6,1%

3,8 4,3%

6,3 8,0%

5,1 6,1%

4,5 5,5%

PDB

Kons. RT

Kons. LNPRT

Kons. Pemerintah

Investasi (PMTB)

Ekspor

Impor

IMPOR akan didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan 
investasi.

INVESTASI:
Peranan investasi swasta diharapkan semakin meningkat
(private-led), dengan dorongan upaya pemerintah:
(1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara 
berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi 
masalah investasi; (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi 
untuk investasi; (5) perbaikan iklim tenaga kerja; (6) peningkatan
pertumbuhan kredit dan restrukturisasi NPL.

Optimalisasi investasi pemerintah: (1) Penajaman belanja 
pada kegiatan prioritas, serta (2) penyiapan program/kegiatan secara 
lebih baik

EKSPOR:
Membaiknya ekonomi dan perdagangan global, serta kenaikan harga komoditas
meski terbatas
Peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata
Peningkatan ekspor nonmigas karena upaya diversifikasi ekspor, dan 
pendalaman pasar yang sudah ada.

Investasi dan ekspor diharapkan menjadi
pendorong pertumbuhan ekonomi tahun
2018



15Kondisi dan Kebijakan
Yang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2018

2018

5,4 - 6,1% 

5,1 5,3%

5,8 6,1%

3,8 4,3%

6,3 8,0%

5,1 6,1%

4,5 5,5%

PDB

Kons. RT

Kons. LNPRT

Kons. Pemerintah

PMTB

Ekspor

Impor

KONSUMSI MASYARAKAT meningkat, karena:
Peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru
karena aktivitas ekonomi yang lebih baik.
Upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat: (1) 
meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) fasilitasi 
pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) 
pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan 
pokok; serta (4) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok 
masyarakat miskin.

KONSUMSI LNPRT:
Dua event besar: Asian Games dan WB/IMF Meeting
Pilkada serentak di 171 daerah

Pembatasan belanja barang KL
Penyesuaian kebijakan transfer ke daerah
Pola penyerapan dan realisasi belanja yang lebih baik

Konsumsi masyarakat tetap harus dijaga
untuk tumbuh stabil dan tinggi tahun
2018, karena peranannya yang besar
terhadap PDB

Konsumsi pemerintah akan terbatas di tahun 2018



16Kondisi dan Upaya Pemerintah Untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi

2018

5,4 6,1%

3,6 4,0%

1,4 1,7%

4,9 5,7%

5,4 6,3%

PDB

Pertanian

Pertambangan

Industri

Listrik

PERTANIAN:
(i) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan peningkatan irigasi 
(ii) Subsidi benih dan pupuk yang lebih tepat sasaran
(iii) Peningkatan perikanan budidaya dan rumput laut
(iv) Penggantian alat untuk perikanan tangkap

INDUSTRI:
(i) Dampak realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung 

konektivitas dan ketersediaan listrik
(ii) Mulai efektifnya operasionalisasi beberapa kawasan industri (Sei Mangkei, 

Kuala Tanjung, Ketapang, dan Morowali)
(iii) Peningkatan investasi sektor pengolahan

PERTAMBANGAN:
(i) Perbaikan harga bahan mineral

LISTRIK:
(i) Operasionalisasi pembangkit listrik dalam rangka mencapai target 35.000 

MW dan program 7.000 MW 
(ii) Peningkatan  rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri
(iii) Peningkatan konsumsi gas bumi untuk rumah tangga maupun transportasi 

seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) dan
penyesuaian harga gas yang lebih kompetitif



17Kondisi dan Upaya Pemerintah Untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi

2018

5,4 6,1%

6,7 7,6%

5,5 6,2%

10,5 -11,9%

10,1 11,0%

PDB

Konstruksi

Perdagangan

Infokom

Jasa
Keuangan

PERDAGANGAN:
(i) Peningkatan aktivitas industri pengolahan yang mendorong penyediaan pasokan 

dan distribusi pemasaran 
(ii) Peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong aktivitas perdagangan
(iii) Peningkatan ekspor dan impor yang mendorong aktivitas ekspedisi dan distribusi
(iv) Kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru

INFORMASI DAN KOMUNIKASI:
(i) Perluasan jaringan 4G dan 4,5G
(ii) Operasionalisasi dan pembangunan fiber optik nasional (palapa ring)

KONSTRUKSI:
(i) Peningkatan  pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan 
(ii) Implementasi program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk 

konektivitas dan perumahan/pemukiman 
(iii) Stabilitas ekonomi makro dan makroprudensial yang kondusif terhadap sektor 

swasta. 

JASA KEUANGAN:
(i) Pengembangan keuangan inklusif (perluasan pemanfaatan inovasi teknologi)
(ii) Peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota (branchless banking,  

perluasan penggunaan tabungan, serta pembiayaan mikro dan asuransi mikro )
(iii) Edukasi keuangan dan perlindungan konsumen keuangan



18

TARGET PEMBANGUNAN 2018
(Pengangguran, Kemiskinan, Gini Rasio)



19Target Pembangunan 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penurunan TPT menggunakan asumsi 

Angka Pengangguran di perkirakan menurun 
pada kisaran 5,1-5,4%

Pertumbuhan ekonomi kisaran 
5,4-6,1%
Angkatan kerja baru < 2juta
Kesempatan kerja baru tercipta 
2,3-2,5 juta
Elastisitas per 1 persen 
pertumbuhan ekonomi > 400 
ribu orang

9,11%
8,39%

7,87%

7,14%
7,48%

6,13%

6,17%

5,94%

6,18%
5,61%

5,1%-
5,4%4,5%

5,5%

6,5%

7,5%

8,5%

9,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perkembangan TPT  dan Target 2017

Realisasi TPT Outlook dan Target

5,6%*

* APBN 2017
Target

Peningkatan investasi dan anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan
infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi seperti industri manufaktur, untuk dapat
menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Industri padat karya  akan menampung  penganggur dan setengah penganggur 
sehingga memperkecil kesenjangan dan mengangkat penduduk dari garis kemiskinan

Sektor jasa juga menjadi andalan untuk menyediakan lapangan kerja formal, terutama
kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi.
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Tingkat Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan 
menggunakan asumsi 

Angka kemiskinan diperkirakan menurun 
pada kisaran 9-10 %

Asumsi pertumbuhan 
ekonomi dan inflasi  
Harga komoditas 
bahan makanan stabil
Program-program 
afirmasi pengurangan 
kemiskinan tepat 
sasaran dan tepat 
waktu

* APBN 2017

Penggunaan basis data untuk semua program perlindungan sosial
Perluasan konversi beras sejahtera menjadi layanan non-tunai di seluruh kota dan 
sebagian besar kabupaten
Penyaluran subsidi energi dan LPG-3Kg non tunai
Perluasan program keluarga harapan (PKH) dengan memenuhi persyaratan (CCT) dan 
memperbaiki sistim informasi/MIS
Jangkauan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan identitas kependudukan
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Gini Rasio

Gini rasio diperkirakan menurun 
menjadi 0,38

* APBN 2017

Gini koefisien untuk bulan September tahun 2016, sebesar 0,394 turun 0.8 poin dari 0,402 
di bulan September 2015. 

Penurunan Rasio Gini terjadi karena adanya pengurangan tingkat konsumsi per kapita pada 
desil paling atas. Sementara, kelompok menengah mulai mengalami kenaikan, meski kecil. 
Meskipun, kelompok 40 persen terbawah masih belum mengalami kenaikan. 

Penguatan kebijakan fiskal dalam redistribusi pendapatan yang lebih berkeadilan, dan 
pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 40 % ke 
bawah merupakan prioritas.

0,364 0,368 0,368
0,378

0,41 0,41 0,413
0,405 0,402

0,394

0,33
0,34
0,35
0,36
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0,4
0,41
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perkembangan Rasio GINI dan Target 2018

Realisasi Target 2018

0,39*

0,38

Target Pembangunan 2018
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40%
Terbawah

Kelompok
Menengah

Teratas 20%

Share Konsumpsi Per Kapita Menurut 
Kelompok Ekonomi 2015-2016 (%)

2015 2016

17



22

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH



Kontribusi Pembangunan Wilayah Per Pulau Tahun 2018 
Untuk Mendukung Sasaran Pembangunan Nasional

Wilayah Sumatera
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 5%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 5%

Wilayah Kalimantan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 3%
Tingkat Kemiskinan Max 6%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 6%

Wilayah Sulawesi
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 7%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 4%

Wilayah Papua
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 26%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 4%

Wilayah Maluku
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 13%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 5%

Wilayah Bali Nusa Tenggara
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 14%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 3%

Wilayah Jawa
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 5%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 6%

Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

23



Rencana Pengembangan Wilayah Papua Tahun 2018

Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Pertambangan dan Penggalian
2. Konstruksi
3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
4. Industri Pengolahan
5. Perdagangan besar dan eceran

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi Papua Barat
2. Provinsi Papua

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran
tebuka :
1. Provinsi Papua Barat

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

KEK Sorong
KabSorong, Papua Barat

KI Bintuni
Kab. Bintuni, Papua Barat

Pariwisata Raja Ampat
Kab. Raja Ampat, Papua Barat

24

Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan
pesisir pantai. Pembangunan Papua juga dilakukan untuk mendukung upaya untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung
Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal.

PEMBANGUNAN JALAN 
PARALEL PERBATASAN 
DI PAPUA

PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA

PENYEDIAAN LAYANAN 
JEMBATAN UDARA DI PAPUA

PEMBANGUNAN JALAN 
DAN PELABUHAN 
MENDUKUNG KEK

Wilayah Papua
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 26%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 4%



Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Administrasi Pemerintahan
3. Perdagangan besar dan eceran
4. Konstruksi

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi Maluku

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran
tebuka :
1. Provinsi Maluku

25Rencana Pengembangan Wilayah Maluku Tahun 2018
KEK Morotai
Kab. Morotai,  Maluku Utara

KI Buli
Kab. Buli, Malku Utara

PEMBANGUNAN JALAN TRANS MALUKU & 
MALUKU UTARA

PENYEDIAAN LAYANAN TOL LAUT 
(ANGKUTAN BARANG)

PEMBANGUNAN JALAN DAN 
BANDARA MENDUKUNG KEK

Wilayah Maluku
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 13%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 5%



Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Konstruksi
3. Perdagangan besar dan eceran
4. Industri Pengolahan
5. Pertambangan dan Penggalian

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi Gorontalo
2. Provinsi Sulawesi Tengah
3. Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Provinsi Sulawesi Barat

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran
tebuka :
1. Provinsi Sulawesi Utara
2. Sulawesi Selatan

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

KEK Bitung
Kab. Bitung, Sulut

KI Morowali 
Kab.Morowali, Sulteng

KI Bantaeng
Kab.Bantaeng, Sulsel

Pariwisata 
Wakatobi
Sulawesi Tenggara

Pariwisata Tana 
Toraja
Sulawesi Selatan

26Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2018

PEMBANGUNAN JALAN BEBAS 
HAMBATAN

PEMBANGUNAN JALUR KERETA 
API TRANS SULAWESI 

PEMBANGUNAN JALAN 
TRANS SULAWESI

PEMBANGUNAN PELABUHAN 
TOL LAUT

PEMBANGUNAN 
BANDAR UDARA 
MENDUKUNG KSPN

PEMBANGUNAN 
JALAN DAN 
PELABUHAN 
MENDUKUNG KI & 
KEK

Wilayah Sulawesi
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 7%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 4%



Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Pertambangan dan Penggalian
2. Industri Pengolahan
3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
4. Konstruksi
5. Perdagangan besar dan eceran

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi Kalimantan  Barat (tingkat

kemiskinan moderat)
2. Provinsi Kalimantan Utara (tingkat

Kemsikinan Moderat)

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran
tebuka :
1. Provinsi Kalimantan  Timur
2. Provinsi Kalimantan Utara

KI. Landak/Ketapang
Kab. Landak, Kalbar

KI Jorong
Kab. Tanah Laut, Kalsel

KI Batulicin
Kab. Tanah Bumbu, Kalsel

KEK. MBTK
Kab. Kutai Timur , Kaltim

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019
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PEMBANGUNAN JALAN 
BEBAS HAMBATAN

PEMBANGUNAN JALAN 
TRANS KALIMANTAN

PEMBANGUNAN JALAN 
PARALEL PERBATASAN 
KALIMANTAN

PENYEDIAAN LAYANAN 
PERINTIS DARAT & UDARA

PEMBANGUNAN JALAN 
MENDUKUNG KEK

Wilayah Kalimantan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 3%
Tingkat Kemiskinan Max 6%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 6%



Pariwisata Mandalika
Kab. Lombok Tengah, NTB

Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Perdagangan besar dan eceran
4. Konstruksi

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran tebuka :
Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Bali, Prov. NTB dan

NTT relatif cukup rendah.

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pariwisata Labuan 
Bajo
Kab. Manggarai Barat, NTTDestinasi 

Pariwisata 
Utama Bali

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019
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PEMBANGUNAN 
BENDUNGAN

PEMBANGUNAN 
FASILITAS PELABUHAN 

LAUT

PENYELESAIAN JALAN 
PARALEL PERBATASAN 

NTT

PEMBANGUNAN JALAN & 
BANDARA  MENDUKUNG 

KSPN

Wilayah Bali Nusa Tenggara
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 6%
Tingkat Kemiskinan Max 14%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 3%



KEK TANJUNG LESUNG
Kab. Pandeglang, Banten

Pariwisata 
Borobudur dan 
sekitranya
Kab. Magelang,  Jawa Tengah Pariwisata Bromo-

Semeru
Jawa Timur

KI Kendal
Kab. Kendal,  Jawa Tengah

Pariwisata Kep.Seribu
Kab. Kep.Seribu, DKI Jakarta

KI Gresik
Kab. Gresik,  
Jawa Timur

Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran
3. Konstruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi D.I Yogyakarta
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Jawa Barat

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran
tebuka :
1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Banten

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019
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PEMBANGUNAN JALAN BEBAS 
HAMBATAN

PEMBANGUNAN JALUR GANDA 
KERETA APIPEMBANGUNAN JALAN DAN KERETA API 

MENDUKUNG KSPN

PEMBANGUNAN AKSES KERETA API MENUJU 
BANDARA & PELABUHAN

PEMBANGUNAN MRT

PENGEMBANGAN PELABUHAN TOL LAUT

PEMBANGUNAN BANDAR UDARA

Wilayah Jawa
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 5%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 6%



KEK & KI SEI 
MANGKEI
Kab. Simalungun,  Sumut

KEK TANJUNG API-API
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan KEK TANJUNG KELAYANG

Kab. Belitung, P. Bangka Belitung

KI Kuala Tanjung

KI Tanggamus
Kab. Tanggamus, Lampung

KPBPB Sabang

KPBPB Batam, 
Bintan, 
Karimun

Pariwisata Danau Toba
Kab. Samosir,  Sumut

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Industri Pengolahan
2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
3. Pertambangan dan Penggalian
4. Perdagangan besar dan eceran
5. Konstruksi

Lokasi prioritas penurunan tingkat
kemiskinan :
1. Provinsi Bengkulu
2. Provinsi Aceh
3. Provinsi Lampung
4. Provinsi Sumatera Selatan
5. Provinsi Sumatera Utara

Lokasi prioritas penurunan tingkat
pengangguran tebuka :
1. Provinsi Kep.Riau
2. Provinsi Aceh
3. Provinsi Sumatera Utara.
4. Provinsi Kep. Bangka Belitung
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Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Industri Pengolahan
2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
3. Pertambangan dan Penggalian
4. Perdagangan besar dan eceran
5. Konstruksi

PEMBANGUNAN JALAN 
BEBAS HAMBATAN

PEMBANGUNAN JALAN 
LINTAS SUMATERA

PEMBANGUNAN KERETA API 
TRANS SUMATERA

PEMBANGUNAN JALAN & 
KERETA API MENDUKUNG 
KEK & KSPN

PEMBANGUNAN 
PELABUHAN TOL LAUT

Wilayah Sumatera
Laju Pertumbuhan Ekonomi Min 5%
Tingkat Kemiskinan Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka Max 5%
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Untuk meningkatkan efektivitas dalam mendanai prioritas pembangunan dan 
mengimplementasikan Money Follow Program, pemerintah telah mengeluarkan PP NO. 
17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 
Nasional yang memuat antara lain :

1. Perkuatan kendali program. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas 
pembangunan hingga tingkat pelaksanaan (keluaran dan lokus yang jelas)

2. Pengintegrasian sumber sumber pendanaan baik belanja pusat (K/L dan Non K/L), 
transfer ke daerah maupun non APBN 

3. Memperkuat koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah dengan memfokuskan 
pembahasan pada prioritas pembangunan agar :

Kesiapan pelaksanaan program dibahas sejak awal
Integrasi antar program dan antar pelaku pembangunan

4. Mengintegrasikan dokumen perencanaan, dokumen anggaran serta penilaian kinerja 
dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu (KRISNA)



Pengembangan 
Dunia Usaha dan 

Pariwisata 

Pengembangan 3 
Kawasan 

Pariwisata

(Danau Toba) 

Pengembangan 3 
Kawasan Industri 

(KI)

(Sei Mangkei) 

Pengembangan 5 
Kawasan 

Ekonomi Khusus 
(KEK)

KEK Maloy 
Batuta Trans-
Kalimantan 

(MBTK)

Sarana dan prasarana konektivitas
Sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti air 
baku
Revitalisasi Kawasan

Belanja KL

BUMN

Pemerintah Daerah

Pembangunan Jalan Tol

Dana Alokasi Khusus (Penugasan)
Pembangunan ruas kewenangan daerah
Rehabilitasi Daerah irigasi

APBD
Pembangunan jalan prov/kab/kota
Peningkatan pelayanan kesehatan

Belanja KL
Sarana dan prasarana konektivitas

KPBU

Pengembangan sarana dan 
prasarana konektivitas yang 
melibatkan swasta

Belanja KL

Pembangunan akses 
jalan
Pembangunan 
dukungan sarana 
industri

BUMN
Pembangunan sarana prasarana energi

33Contoh : Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan

Swasta
Resor dan spot spot pariwisata 
Pengadaan Fasilitas MICE

Swasta

Pembangunan Pabrik Pengolahan 
Produk Turunan Kelapa Sawit

SWASTA Pengadaan Kapal Penyeberangan


